
KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR: 10/KU.01/JI/01/2026

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

Menimbang : a. bahwa  dalam  rangka  tertib  administrasi  dan  terciptanya

pengendalian serta pengawasan pengelolaan keuangan yang

sesuai  dengan  peraturan  perundangan-undangan  di

lingkungan  Sekretariat  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum

Kabupaten/Kota  Se  Provinsi  Jawa  Timur,  dipandang  perlu

mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen;

b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam

Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk

ditetapkan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan

Sekretariat  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum

Kabupaten/Kota  Se  Provinsi  Jawa  Timur  Tahun  Anggaran

2026;

c. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana  dimaksud

dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan penunjukan dan

pengangkatan  Pejabat  Pembuat  Komitmen  Di  Lingkungan

Sekretariat  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum

Kabupaten/Kota  Se  Provinsi  Jawa  Timur  Tahun  Anggaran

2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan

Negara;

2. Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004  tentang

Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
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4. Undang-Undang Nomor  1  Tahun 2015  tentang  Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti  Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,  Bupati,  dan Wali

Kota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2020  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti

Undang-Undang Nomor  2  Tahun 2020 tentang Perubahan

Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;

5. Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan

Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor  7  Tahun  2023  tentang  Penetapan  Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun

2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018

tentang  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia

Nomor  46  Tahun  2025  tentang  Perubahan  Kedua  Atas

Peraturan  Presiden  Nomor  16  Tahun  2018  tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018

tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi

dan  Tata  Kerja  Sekretariat  Jenderal  Badan  Pengawas

Pemilihan  Umum,  Sekretariat  Badan  Pengawas  Pemilihan

Umum  Provinsi  Sekretariat  Badan  Pengawas  Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun

2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal

Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum,  Sekretariat  Badan

Pengawas  Pemilihan  Umum  Provinsi,  Sekretariat  Badan

Pengawas  Pemilihan  Umum  Kabupaten/Kota,  Sekretariat

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun

2022  tentang  Tata  Kerja  dan  Pola  Hubungan  Badan

Pengawas  Pemilihan  Umum  sebagaimana  telah  diubah

dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor
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18  Tahun  2023  tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Badan

Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang

Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;

10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia  Nomor 62

Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran,  Pelaksanaan

Anggaran,  Serta  Akuntansi  dan  Pelaporan  Keuangan

sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Menteri

Keuangan Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2024 tentang

Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  62

Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan

Anggaran, Serta Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan;

11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32

Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran

2026;

12. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor :

2274.1/KU.01.00/K1/05/2025 tentang Perubahan Ketiga Belas

Lampiran  Keputusan  Ketua  Badan  Pengawas  Pemilihan

Umum Nomor  7/KU.01.00/K1/01/2025 Tentang Penunjukan

Kuasa  Pengguna  Anggaran  dan  Kuasa  Pengguna  Barang

Satuan  Kerja  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  dan

Sekretariat  Badan PengawasPemilu Provinsi  di  Lingkungan

Badan Pengawas Pemilihan Umum;

13. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor:

61/HK.01.00/K1/02/2024  Tentang  Pedoman  Pengelolaan

Keuangan Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum,

Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  Provinsi,  Dan  Badan

Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 

14. Surat Pengesahan DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum

Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026 Nomor: SP DIPA–

115.01.2.686349/2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN  KEPALA  SEKRETARIAT  SELAKU  KUASA

PENGGUNA  ANGGARAN  BADAN  PENGAWAS  PEMILIHAN

UMUM PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG PENUNJUKAN DAN

PENGANGKATAN  PEJABAT  PEMBUAT  KOMITMEN  DI

LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN

UMUM KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN

ANGGARAN 2026

PERTAMA : Menunjuk  dan  Mengangkat  Pejabat  Pembuat  Komitmen  di
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Lingkungan  Sekretariat  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum

Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026, yang

nama-namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini:

KEDUA : Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud dalam diktum

PERTAMA memiliki tugas dan wewenang, termasuk namun tidak

terbatas pada: 

1. Menyusun rencana kegiatan dan penarikan dana berdasarkan

DIPA; 

2. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;

3. Membuat,  menandatangani  dan  melaksanakan

perjanjian/kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa; 

4. Melaksanakan kegiatan swakelola; 

5. Memberitahukan kepada Kuasa BUN atas perjanjian/kontrak

yang dilakukannya; 

6. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;

7. Menguji kebenaran tagihan dan menandatangani surat bukti

mengenai hak tagih kepada negara;

8. Membuat dan menandatangani SPP; 

9. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA;

10. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada

KPA dengan Berita Acara Penyerahan; 

11. Menyimpan  dan  menjaga  keutuhan  seluruh  dokumen

pelaksanaan  kegiatan;  dan  Melaksanakan  tugas  dan

wewenang  lainnya  yang  berkaitan  dengan  tindakan  yang

mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala  biaya  yang  timbul  sebagaimana  akibat  ditetapkannya

Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

(DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi  Jawa Timur

Tahun 2026;

KEEMPAT : Keputusan  ini  berlaku  sejak  tanggal  ditetapkan  dan  apabila

dikemudian  hari  ternyata  terdapat  kekeliruan  akan  diperbaiki

sebagaimana mestinya.

KELIMA : SALINAN Keputusan  Kepala  Sekretariat  Badan  Pengawas

Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;

2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;

3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
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4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surabaya I;

5. Pertinggal.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan

untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 02 Januari 2026

Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa

Timur,

${ttd}

YUSUF, S.Si., M.A
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Lampiran  Keputusan  Kepala  Sekretariat  Badan  Pengawas

Pemilihan Umum Provinsi  Jawa Timur Selaku Kuasa Pengguna

Anggaran

Nomor : 10/KU.01/JI/01/2026

Tanggal : 02 Januari 2026

Tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Di Lingkungan

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se Provinsi

Jawa Timur

DAFTAR PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

SE PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2026

NO KABUPATEN/KOTA NAMA NIP PANGKAT/GOLONGAN NOMOR PNT

1 Kabupaten Malang Aris Hadi Saputra, S.Si. 19800208 201001 1 009 Penata Tk.I (III/d) PNT-09869/031/812/2025

2 Kabupaten Pasuruan Joko Nugroho, S.Kom. M.AP 19780602 200604 1 018 Pembina (IV/a) PNT-13715/031/317/2025

3 Kabupaten Ponorogo Achmad Suprayogi, S.E. 19780321 201407 1 003 Penata (III/c) PNT-05700/414/112/2025

4 Kabupaten Probolinggo Maswijaya Siswa Rakhman, S.H 19820527 200604 1 015 Penata Tk.I (III/d) PNT-09106/031/446/2025

5 Kabupaten Sumenep Eko Budiharto Utomo, M. Si. 19730517 200801 1 013 Pembina (IV/a) PNT-12319/031/356/2025

6 Kota Madiun Anung Wibowo, S.E 19760120 201101 1 006 Penata Tk.I (III/d) PNT-10323/031/619/2025

7 Kabupaten Pamekasan Abdul Bari, S.E. 19771024 200801 1 003 Penata Muda Tk.I (III/b) PNT-09959/031/112/2025

8 Kabupaten Ngawi Drs. Lambok Wesly Simangunsong, M. Si 19740301 199303 1 004 Pembina Tk.I (IV/b) PNT-08183/031/530/2025

9 Kabupaten Trenggalek Kirnadi, S.Sos.. M.AP 19790616 201101 1 007 Penata (III/c) PNT-08716/031/922/2025

10 Kota Pasuruan Prisma Agustian Prasetya Wisandha, S.E 19850824 201902 1 001 Penata Muda Tk.I (III/b) PNT-09869/031/812/2025

11 Kota Probolinggo Tommy Yoga Aditama, S.Si. 19900812 202012 1 003 Penata Muda Tk.I (III/b) PNT-08083/031/029/2025
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12 Kabupaten Jember Aris Hadi Saputra, S.Si. 19800208 201001 1 009 Penata Tk.I (III/d) PNT-09869/031/812/2025

13 Kabupaten Mojokerto Agastya Yoga Rinaldhy, S.STP., M.M 19930523 201507 1 002 Penata (III/c) PNT-12316/031/213/2025

14 Kabupaten Situbondo Miftah Farid Jamaludin, S.T., M. AP. 19851007 201001 1 013 Penata Tk.I (III/d) PNT-08715/031/141/2025

15 Kabupaten Jombang Purwanto, S. IP., M. Si 19690521 199302 1 001 Pembina (IV/a) PNT-12315/031/372/2025

16 Kabupaten Tulungagung Setiawan, S.Sos. 19760205 200901 1 006 Penata Tk.I (III/d) PNT-13329/031/008/2025

17 Kota Blitar Ihda Rohmawati, S. HI., M.M. 19820908 200901 2 009 Penata Tk.I (III/d) PNT-06558/031/794/2025

18 Kabupaten Banyuwangi Abdul Aziz, S.H., M.H. 19780214 201101 1 003 Penata Tk.I (III/d) PNT-14615/031/217/2025
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